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PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Bgi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HASRIANI S. ASIM BINTI SAMIN ALIAS SAMIN ASIM, NIK.
7207026205840001, tempat dan tanggal lahir
Lompio, 22 Mei 1984, agama Islam, pendidikan
Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Baru, RT 11 RW 06, Kel.
Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai
Laut, sebagai Penggugat;

Melawan

NOFRIZAL Z. WARTOBONE ALIAS NOPRIZAL Z. WARTABONE BIN
ZAKIR, tempat dan tanggal lahir: Luwuk, 14
November 1981, agama Islam, pendidikan
Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan
Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan
Baru RT 11, RW 06 Kelurahan Dodung,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut,
namun sekarang Tergugat tidak diketahui lagi
alamat yang jelas di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara
Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 6 Mei 2024, mengajukan gugatan cerai
dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/21/VII/2002, tertanggal 18
Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 4 anak
yang bernama:

- Moh. Rhofi N. Wartabone usia 21 tahun;

- Nur Azizah usia 19 tahun;

- Moh.Rhafi Apriyanto usia 18 tahun;

- Raihan Rifaldi usia 15 tahun; keempat anak tersebut dalam
pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa pada September 2008 keadaan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat mendapat informasi
bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita
lain yang Penggugat belum ketahui identitas perempuan tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 30 November 2008 Tergugat terbukti
selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama lIsra
Dilamo dari Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung dengan bukti foto
perempuan tersebut di dompet Tergugat;

5. Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2008 Isra Dilamo mengakui Bahwa
mempunyai hubungan asmara dengan Tergugat didepan keluarga Isra
Dilamo dan di depan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi
kesalahan tersebut;

6. Bahwa pada 23 Februari 2009 Isra Dilamo mengingkari janjinya karena
Penggugat memergoki Tergugat sementara berduaan dengan Isra Dilamo
di rumah sepupu Isra dilamo di Kelurahan Lompio, Kec. Banggai;

7. Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2009 Tergugat pergi ke Luwuk bersama
Isra Dilamo yang informasi tersebut diketahui dari Pegawai bank BRI

sampai sekarang Tergugat tidak pernah balik kepada Penggugat;
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8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 15
(lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan selama kepergian tersebut Tergugat
tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

9. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang
tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah
pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat
keterangan nomor : 140/350/KLD-1V/2024;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala
kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim

Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak satu ba’in shughra Tergugat (Nofrizal Z. Wartobone
alias Noprizal Z. Wartabone bin Zakir) terhadap Penggugat (Hasriani S.
Asim binti Samin alias Samin Asim);

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
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resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/21/VII/2002, tertanggal 18
Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut
telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen,
kemudian diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

Murna Yaisa binti Musim Yaisa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa lampa,

Kecamatan banggai, kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasriani dan Tergugat
bernama Noprizal karena saksi adalah tante Penggugat.

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri
sah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama di Banggai Laut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah dikaruniai 4

(empat) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah
tidak harmonis lagi.
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- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2008.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan sepupu
Penggugat bernama Isra asal Desa Lantibung, Banggai Laut;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi melihat Tergugat
dan selingkuhannya tersebut di Desa Lantibung saat saksi pulang
kampong dan keduanya telah memiliki seorang anak;

- Bahwa saksi juga mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari
cerita Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2008 sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 15 (lima
belas) tahun.

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama
dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi.

2. Isma Ishak binti Ishak, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat.

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri
yang sah dan belum pernah bercerai.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah kediaman bersama di Banggai Laut;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah dikaruniai 4
(empat) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah
tidak harmonis lagi.

- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2008.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan sepupu
Penggugat bernama Isra asal Desa Lantibung, Banggai Laut;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi
pertama kepada saksi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2008 sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 15 (lima
belas) tahun.

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama
dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana
termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk
berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan
pemanggilan perkara ghoib sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 27 ayat 1
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sehingga pemeriksaan
perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari
dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir
sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil
Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa
Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat
yang disebabkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat mempunyai
hubungan asmara terlarang dengan wanita lain yang Penggugat belum ketahui
identitas perempuan tersebut dan pada tanggal 30 November 2008 Tergugat
terbukti selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Isra
Dilamo dari Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung dengan bukti foto
perempuan tersebut di dompet Tergugat. Sehingga, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah
dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar dan
sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang
lebih 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan selama kepergian tersebut
Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi
Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti
tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang
berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya,
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sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya
bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam
perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan
Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan
hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian
yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena
permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar,
maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan
bahwa : “gugatan a quo dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 175 RBg, maka kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP
Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan
bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008
sampai sekarang dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama,
serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang

perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
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2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah
berselingkuh dengan seorang wanita bernama Isra asal Desa Lantibung;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 15 (lima belas)
tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (Inpres
Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian “Salah satu
pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang
lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa
Tergugat meninggalkan Penggugat selama 15 (lima belas) tahun yang berarti
telah melebihi waktu yang dipersyaratkan undang-undang yaitu selambat-
lambatnya 2 (tahun) berturut-turut, sehingga unsur meninggalkan salah satu
pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin pihak yang lain dimana kepergian
Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama
Isra asal Desa Lantibung mengindikasikan adanya kesengajaan Tergugat untuk
meninggalkan Penggugat, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa
Tergugat yang pergi dan tidak kembali lagi membina rumah tangga dengan
Penggugat, sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa Tergugat
pergi untuk keperluan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga unsur tanpa
alasan yang sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal
sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni
rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah, oleh sebab itu unsur

yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh
karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada
mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur-unsur tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar
dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), yang sulit
terwujutnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana
dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal
sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni
rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah, oleh sebab itu unsur
yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh
karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada
mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum, dan juga telah bersesuaian dengan dalil-dalil
yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya
sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalag halaman 121 yang berbunyi:

Slb aie Culla 13 W1 As o 0 e aay ol 4l Ban S _aldll e 35Ul Ll
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Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan
dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.
B. Dalil yang berbunyi:

il il ade (3l lga g A g3l Ay pae il 130
Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;
C. Dalil yang berbunyi:

1}‘*44]‘ _Ll:s At— e.\&.a .‘..-..ALiA.“ ;‘«J\.‘a
< : &

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar
dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa
mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus
1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai
adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat

adalah talak satu ba'in shughra;
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Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nofrizal Z. Wartobone
alias Noprizal Z. Wartabone bin Zakir) terhadap Penggugat (Hasriani S.
Asim binti Samin alias Samin Asim);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Syamsul
IImi, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan
tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul llmi, S.H.I., M.H.
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Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:
1. PNBP Rp. 60.000,00

2 Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 300.000,00
4 Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 445.000,00
Terbilang:  (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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